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dan akan membawa kita dari satu gunung keberhasilan 

ke gunung kesuksesan berikutnya 

(Hendrik Lim) 
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INTISARI 

Dalam melakukan penyelengaraan pemerintahan yang menekankan pada 

pelayanan, aparat kecamatan harus memenuhi standar yang tertuang dalam keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 

tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, meliputi; transparasi, akuntabilitas, 

kondisional, partisipatif , kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban.  

Dalam praktek penyelengaraan pelayanan publik di kantor kecamatan Sayan, 

masyarakat masih  merasa adanya diskriminasi dimana ketika ada sekelompok orang 

atau individu memiliki perlakuan istimewa dari aparatur yang memberikan pelayanan, 

karena mereka memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik sering memiliki akses 

terhadap kualitas pelayanan yang baik pula, begitu pula sebaliknya.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, penelitian ini dibuat untuk 

mengetahui Bagaimana Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada 

Masyarakat Melalui Pembinaan Aparat Kecamatan? Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 9 orang dan 

teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Pembinaan Aparat Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari 

Aparat Kecamatan. Akan tetapi dalam hal ini pembinaan bagi Aparat Kecamatan belum 

bisa terlaksana sehinga kualitas pelayanan yang ada belum berjalan dengan maksimal. 

Hal ini dikarenakan oleh adanya kendala yang dihadapi Camat dalam upaya 

mengadakan pembinaan bagi Aparat seperti keterbatasan fasilitas di kantor Kecamatan 

dan keterbatasan anggaran di Kecamatan. Oleh sebab itu untuk kedepannya Camat 

diharapkan mampu mengadakan pembinaan bagi Aparat agar tercapai standar 

pelayanan yang baik dan maksimal. Kualitas dan skill yang dimiliki aparat kecamatan 

merupakan cerminan dari kualitas pelayanan yang ada di kecamatan itu sendiri. 

Semakin baik kualitas dan skill aparat semakin baik juga pelayanan yang ada begitu 

juga sebaliknya. 

 

Kata kunci: Upaya Camat, Pelayanan Kepada Masyarakat, Pembinaan Aparat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang – undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 

kemudian direvisi kembali menjadi, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah merupakan babak baru dalam menyelengarakan tata pemerintahan 

yang ingin dicapai melalui proses desentralisasi. Desentralisasi diharapkan dapat menata 

kembali hubungan antara pusat dan daerah serta memberikan peluang dan kesempatan 

secara luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 

Kebijakan otonomi diharapkan dapat meningkatkan demokrasi ditengah-tengah 

masyarakat serta memberi kesempatan yang sebesar-besarnya bagi upaya pemberdayaan 

masyarakat daerah. 

Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan. Misalnya administrasi 

pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi, Webster (dalam 

Prakoso, 1984). Selain itu, Konsep desentralisasi secara populer diartikan sebagai 

pemberian atau mendelegasikan  wewenang dari atasan  (pemilik wewenang) kepada 

bawahan (pelaksana). Selanjutnya,  otonomi mengandung makna kemandirian. Mandiri 

dalam konteks ini berarti kebebasan untuk memilih yang disertai dengan kemampuan. 

Selain itu, otonomi berarti hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Hakekat dari otonomi daerah adalah mengembangkan warga negara Indonesia yang 

otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi - potensi terbaik yang 
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dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah 

harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam 

rambu - rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order 

(Sarunjang dalam Nugroho, D., 2000).  

Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik 

dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang 

mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi 

otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah 

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. 

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan 

untuk memberikan otonomi yang luas, nyata, bertangungjawab dan dinamis sebagai 
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wujud dari pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini, daerah diberikan kemandirian untuk 

menyelengarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang 

pemerintahan. 

Sejalan dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah, berarti 

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah 

dalam asas otonomi dan melaksanakan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pencapaian tujuan yang dimaksud mengandung makna bahwa adanya 

perubahan pada pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan 

pelayanan kepada masyarakatnya (public service). Pemerintah tidak diadakan untuk 

melayani diri sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, pelayanan yang dimaksud 

adalah pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras 

maupun golongan. 

Berangkat dari perubahan paradigma penyelengaraan pemerintahan dan indikasi 

pelayanan umum diatas, kiranya pemerintah kecamatan dan desa sebagai ujung tombak 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat perlu menciptakan model pelayanan prima. 

Dengan model yang diadopsi dari kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah, 

akan ditemukan keadilan (equity) yang ideal dalam pengelolaan pelayanan. Dalam 

melakukan penyelengaraan pemerintahan yang menekankan pada pelayanan, aparat 

kecamatan harus memenuhi standar yang tertuang dalam keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Tata Laksana Pelayanan Umum, meliputi; transparasi, akuntabilitas, kondisional, 

partisipatif , kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban.  
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Untuk kelancaran roda pemerintahan administrasi, Camat harus selalu 

mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah 

seluruh staf dilingkungan wilayah kecamatan dan seluruh staf di lingkungan Kelurahan 

atau desa masing - masing serta melakukan koordinasi dengan para aparat atau pejabat di 

tingkat atasannya. Aparat yang setingkat dalam tingkat organisasi, dengan adanya 

koordinasi yang baik diharapkan dapat mewujudkan suatu tujuan yang kompak, 

penyatuan dan penyelarasan kegiatan - kegiatan pemerintahan sehingga tidak berjalan 

sendiri - sendiri. Camat senantiasa harus dapat melakukan koordinasi sehingga tidak 

terjadi kesenjangan disegala bidang. 

Guna memenuhi tuntutan pelayanan umum yang prima sebagaimana 

dipersyaratkan diatas, maka aparat ditingkat kecamatan dan kelurahan dituntut untuk 

profesional, memiliki sistim dan prosedur pelayanan yang transparan dan terpadu, 

partisipasi masyarakat yang respontif dan adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi. 

Kualitas dari aparatur kecamatan sangat menentukan baik buruknya pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, yaitu melalui pembinaan terhadap 

Aparat Kecamatan dengan cara memberikan kesempatan dan tangung jawab kepada 

aparat kecamatan guna meningkatkan cara kerja, kesempatan dan keterampilan yang 

mendukung pelaksanaan pekerjaan dan mampu memberikan kontribusi yang cukup 

terhadap jalannya roda pemerintahan kecamatan. 

Pada kenyataannya, sering kali pelayanan prima tidak terjadi dibirokrasi 

pemerintahan. Salah satunya adalah  pemerintahan Kecamatan Sayan, Kabupaten 

Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh 
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aparatur kecamatan tidak seperti yang diharapkan. Padahal, pelayanan yang diharapkan 

oleh masyarakat adalah pelayanan yang tercantum pada sendi - sendi pelayanan prima, 

seperti yang telah dicantumkan diatas. Sebagai pelayan masyarakat, Aparat Kecamatan 

harus memahami pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi,  

pada kenyataannya bertolakbelakang dengan yang diharapkan. Masyarakat sering kali 

merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh  aparat kecamatan, 

karena pelayanan yang diberikan seringkali membuat masyarakat kecewa. Misalnya 

dalam pengurusan KTP, Akte-akte, dll (yang berkaitan dengan pelayan admistrasi di 

kecamatan) sering dibuat berbelit-belit dengan prosedur birokrasi yang ada, selain itu 

adanya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat kecamatan sehingga masyarakat merasa 

dibebankan sebagai penerima pelayanan oleh  pemberi pelayanan yaitu aparat kecamatan.     

Dalam praktek penyelengaraan pelayanan publik di kantor kecamatan Sayan, 

masyarakat masih  merasa adanya diskriminasi dimana ketika ada sekelompok orang atau 

individu memiliki perlakuan istimewa dari aparatur yang memberikan pelayanan, karena 

mereka memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik sering memiliki akses terhadap 

kualitas pelayanan yang baik pula, begitu pula sebaliknya, mereka yang memiliki status 

sosial yang lebi rendah sering terabaikan dalam akses pelayanan publik. Diskriminasi 

seperti hal tersebut harus didukung dengan kemampuan memanfaatkan dan mengunakan 

fasilitas tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dengan demikian dapat saya 

rumuskan masalah yang menjadi fokus yang ingin saya teliti yaitu “Bagaimana Upaya 

Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Pembinaan Aparat 

Kecamatan?”. 
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